GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN HUKUM

UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012
tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan memperhatikan hasil klarifikasi Menteri
Dalam Negeri tanggal 11 April 2014 Nomor
188/34/1839/SJ, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang
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4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4288);

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012
tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWATIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9
TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2012 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan
angka 11 diubah serta ditambah 2 (dua) angka, yakni
angka 13 dan angka 14 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Timur.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat = APBD adalah  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok
orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di
Provinsi Jawa Timur yang kondisi sosial ekonominya
dikatagorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu
Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari
Lurah atau Kepala Desa.

7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok
orang miskin.

8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan
Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi
layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh
Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada
Penerima Bantuan Hukum.

10. Litigasi
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Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang
dilakukan melalui jalur pengadilan untuk
menyelesaikannya.

Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum
yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk
menyelesaikannya.

Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap
tahun oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk membiayai
pelaksanaan bantuan hukum.

Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang
miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi
Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan
permohonan Bantuan Hukum.

Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni

Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C yang berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 5A

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Advokat
yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan
Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi
Bantuan Hukum.

Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah
Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan
banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi
Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan
mahasiswa fakultas hukum.

Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum,
paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan
bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara.

Pasal 5B

Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:

a.

pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang
dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;

b. pendampingan
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pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam
proses pemeriksaan di persidangan; atau

pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap
Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha
Negara.

Pasal 5C

Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat
dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan
mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi
Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan
Akreditasi.

Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi meliputi
kegiatan:

a. penyuluhan hukum;

b. konsultasi hukum;

c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun
nonelektronik;

penelitian hukum;

mediasi;

negosiasi;

pemberdayaan masyarakat;

5o oo

pendampingan di luar pengadilan; dan/atau

e

drafting dokumen hukum.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

Penerima bantuan hukum berhak:

a.

mendapatkan Bantuan Hukum  hingga masalah
hukumnya  selesai dan/atau  perkaranya  telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar
Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan
dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum ;
mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-
prinsip pelayanan publik; dan

mencabut surat kuasanya dengan persetujuan pemberi

bantuan hukum.

4. Pasal
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4. Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 diubah menjadi Pasal 10
sampai dengan Pasal 23.

5. Ketentuan BAB V ditambahkan 1 (satu) pasal yakni
Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Dalam hal pemberian bantuan hukum terjadi
ketidaksesuaian pendapat atau pemahaman dengan
penerima bantuan hukum, maka advokat atau paralegal,
dosen atau mahasiswa fakultas hukum, yang direkrut
pemberi bantuan dapat mengundurkan diri.

(2) Dalam hal terjadi pengunduran diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pemberi bantuan hukum wajib

mencari advokat pengganti.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal 12
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima
bantuan hukum harus mengajukan permohonan
bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada
pemberi bantuan hukum.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilampiri dengan:

a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku
serta telah dilegalisir;

b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin
dari Lurah atau Kepala Desa di mana pemohon
bantuan hukum berdomisili atau dokumen lain
sebagai pengganti surat keterangan miskin;

c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya

tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.

7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian pendapat dan/atau
pemahaman antara pemberi bantuan hukum dengan
penerima bantuan hukum, maka kesepakatan bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibatalkan.

(2) Pembatalan
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(2) Pembatalan kesepakatan bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak
diberikannya anggaran bantuan hukum kepada pemberi

bantuan hukum.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus,
sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) mengajukan permohonan dana bantuan
hukum kepada Gubernur.

(2) Permohonan dana bantuan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk
proposal yang dilampiri permohonan dari penerima
bantuan hukum.

(3) dihapus.

Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal

yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19 A

(1) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan per
perkara atau per kegiatan.

(2) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum secara
litigasi disalurkan apabila pemberi bantuan hukum
sudah menyelesaikan perkara pada setiap tahapan
proses beracara dan menyampaikan laporan disertai
dengan bukti pendukung.

(3) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum secara
non litigasi disalurkan apabila pemberi bantuan hukum
sudah menyelesaikan kegiatan paling sedikit 1 (satu)
pekerjaan dalam paket kegiatan non litigasi dan
menyampaikan  laporan disertai dengan  bukti
pendukung.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian
bantuan hukum dan besaran dana bantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Gubernur.

10. Ketentuan
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10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21

(1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf c,
dan huruf e diberikan sanksi administrasi.

(2) Jenis, tata cara dan penetapan pemberian sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 April 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (4/2015)



Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 6 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.
Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19640319 198903 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Salah satu ciri khas negara hukum adalah kedudukan yang sama di
hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama (equality before the
law and equal protection of law) bagi semua warga negara atau ada yang
menyebut sebagai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan
penerapan hukum yang bebas dari status sosial (equality before the law,
general application of the law independent from the social status of those
concerned).

Perwujudan dari prinsip kedudukan yang sama di hadapan hukum
dan perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara adalah
bahwa setiap warga negara yang sedang berhadapan dengan perkara
hukum harus diberikan hak yang sama untuk memperoleh kemudahan
akses untuk menyelesaikan perkaranya dan hak untuk didampingi oleh
Advokat guna menyelesaikan perkara hukumnya tersebut baik melalui
jalur litigasi maupun non litigasi.

Bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa Advokat
untuk mendampinginya dalam menyelesaikan perkara hukum yang
dihadapinya berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-
cuma yang diberikan oleh negara. Hak masyarakat miskin untuk
mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam undang-undang
sektoral, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 56 ayat (1) menyatakan
“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana
lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang
diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai
penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum
bagi mereka." Pasal 56 ayat (2) menyatakan “Setiap penasihat hukum yang
ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
memberikan bantuannya dengan cuma-cuma." Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia lebih menegaskan bahwa hak
untuk mendapatkan bantuan hukum adalah bagian dari hak asasi
manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan
“Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak
saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Baru
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Baru pada Tahun 2011 ditetapkan undang-undang yang khusus

mengatur mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin yaitu
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang
mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2 Nopember 2011. Pasal 1
angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
menegaskan bahwa "Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau
kelompok orang miskin".
Tepat satu tahun kemudian yaitu tanggal 2 Nopember 2012, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur telah mengundangkan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk
Masyarakat Miskin dalam rangka menjamin terlaksananya hak bantuan
hukum bagi masyarakat miskin di Jawa Timur sekaligus menjadi dasar
hukum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan
pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut.

Pada tahun 2013 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagai ketentuan pelaksanaan Pasal
15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum sehingga menjadi dasar perubahan terhadap Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan
Hukum Untuk Masyarakat Miskin untuk memenuhi berlakunya asas
hukum yang menyatakan “peraturan perundang-undangan yang
kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya”.

Perubahan penting atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9
Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, antara
lain:

1. lebih memperjelas siapa yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum
litigasi maupun non litigasi untuk masyarakat miskin serta ruang
lingkup dan tata cara pemberian bantuan hukumnya;

2. penambahan hak bagi penerima bantuan hukum, yaitu hak
mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan
Hukum dan/atau Kode Etik Advokat dan mencabut surat kuasanya
setelah mendapatkan persetujuan pemberi bantuan hukum;

3. Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 diubah menjadi Pasal 10 sampai
dengan Pasal 23, karena dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat
Miskin tidak terdapat Pasal 10;

4. diberikannya hak bagi Advokat untuk mengundurkan diri dari
pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam hal terjadi
ketidaksesuaian atau pemahaman dengan penerima bantuan hukum;
dan pemberi bantuan hukum wajib mencari Advokat pengganti jika ia
mengundurkan diri;

5. penambahan ketentuan mengenai dokumen lain selain kartu keluarga
atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa sebagai
syarat permohonan bantuan hukum untuk calon penerima bantuan
hukum;

6. menghapuskan
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6. menghapuskan mekanisme hibah untuk penyaluran dana bantuan
hukum dari Gubernur kepada pemberi bantuan hukum.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 5A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dosen dan mahasiswa fakultas
hukum” adalah dosen fakultas hukum pada perguruan
tinggi negeri atau swasta dan mahasiswa fakultas hukum
pada perguruan tinggi negeri atau swasta.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “mata kuliah hukum acara” adalah
mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata,

atau hukum acara peradilan tata usaha negara.

Pasal 5B
Cukup jelas.

Pasal 5C
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 7
Cukup jelas.

Angka 4

Ketentuan angka 4 ini merupakan perbaikan dari kekeliruan Pasal 9
sampai dengan Pasal 24 yang tertulis Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12,
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang seharusnya
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,
Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22,
dan Pasal 23.

Angka 5



Angka 5
Pasal 11A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Advokat pengganti dapat berasal dari lembaga pemberi
bantuan hukum dari Advokat yang mengundurkan diri atau
dari lembaga pemberi bantuan hukum lainnya.

Angka 6
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud "dokumen lain sebagai pengganti surat
keterangan miskin" misalnya : Kartu Indonesia Sehat,
Kartu Indonesia Pintar, atau Kartu Keluarga Sejahtera.
Huruf c

Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 16A
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 19
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 19A
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
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